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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat 

dibutuhkan keberadaannya didunia ekonomi dewasa ini adalah lembaga 

keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang 

sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. 

Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan 

gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek 

penting berbagai sektor usaha yang dikelola pemerintah. Demikian pula 

lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha 

swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi 

kelangsungan usahanya. Dan juga berbagai fasilitas fungsi lain yang berupa 

jasa bagi kelancaran lalu lintas peredaran uang baik nasional maupun 

Negara
1
. 

Penting sekali keberadaan lembaga perbankan ini berdiri dan 

beroprasi di setiap daerah bahkan pelosok sekalipun, guna memenuhi setiap 

kebutuhan dan keinginan individu dan masyarakat. Disamping itu eksitensi 

dan peran operasional perbankan di setiap Negara, kota dan daerah perlu 

adanya korelasi pada karakter masyarakat dimana perbankan itu beroperasi. 

Sehingga setiap produk yang dikelola dan ditawarkan pada calon nasabah 

                                                           
1
 Gamela Dewi., Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perusahaan Syariah Di 

Indonesia, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004), 53. 
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atau masyarakat bisa terpenuhi dan terjual sesuai target perbankan itu 

sendiri. Juga dengan berdirinya lembaga perbankan di setiap desa bisa 

memberi kontribusi yang besar pada kesejahteraan dan kemaslahatan pada 

daerah berdirinya lembaga perbankan tersebut. 

Problem yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan orang 

terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan tersebut jika 

dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam bukanlah dari segi 

fungsi lembaga tersebut melainkan konsep usahanya serta teknik operasional 

usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang dipergunakan. Disini 

kita menyadari bahwa kegiatan usaha yang diinspirasikan oleh sistem 

ekonomi kapitalis ini adalah dengan jalan menarik keuntungan usahanya 

terutama dari bunga kredit yang dimanfaatkannya melalui dana simpanan 

masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan 

tambahan berupa bunga. 

Konsep usaha yang mudah dengan janji keuntungan yang berlipat 

ganda tanpa menanggung resiko rugi ini, tentu mengandung pertentangan 

dengan prinsip hukum Islam yang menghargai usaha dan mengharamkan riba. 

Hal ini menyebabkan adanya perdebatan yang berlarut-larut dikalangan ahli 

fiqih Islam
2
. 

Sebab pentingnya peran dan kontribusi lembaga perbankan ini 

dalam kesejahteraan masyarakat, maka di Indonesia secara khusus Majlis 

Ulama Indonesia (Lembaga yang berisi Alim Ulama’ dan Ahli Fiqih) 

                                                           
2
 Ibid,. 54. 
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mengatur operasional sebuah lembaga perbankan yang berbasis syariah agar 

terhindar dari hal-hal yang bertentangan dan melanggar syariah. Para ulama 

melaksanakan kesepakantan bersama dalam mewujudkan bank yang bebasis 

non ribawi di Indonesia, yakni dengan diselenggarakannya lokakarya bunga 

bank dan perbankan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 

agustus 1990 di Bogor. Hasil lokakarya tersebut ditindak lanjuti dalam 

musyawaroh nasional IV Majlis Ulama Indonesia yang berlangsung di 

Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat musyawarah 

Nasional IV MUI, telah dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank 

Berbasis Non Ribawi di Indonesia
3
. Disamping itu beberapa organisasi 

masyarakat juga ikut andil dalam berdirinya perbankan yang berbasis syariat 

Islam dengan mengeluarkan beberapa Fatwa sebagai berikut: 

1. Menurut Dawam Raharjo dalam Muhammad syafi’I Antonio, bahwa 

Majlis Tarjih Muhammadiyah telah mengambil keputusan mengenai 

hukum perbankan (1968 & 1972) yang pada pokoknya menetukan bahwa 

riba hukumnya haram dengan Nash Sharih al-Qur’an dan as-Sunnah, serta 

menyarankan kepada PP Muahammadiyah untuk mengusahakan 

terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga 

perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. 

2. Menurut Rifyal Ka’bah dalam Muhammad Syafi’I Antonio, bahwa 

sesungguhnya Lajnah Bahsul Masa’il Nahdhatul Ulama juga telah 

                                                           
3
 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,  (Malang: UIN Malang 

Press, 2009), 22. 
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memutuskan masalah Bank dan pembungaan uang melalui beberapa kali 

sidang. Adapun isi keputusan tersebut pada pokoknya menetapkan 

dengan sikap yang lebih berhati-hati bahwa bunga bank adalah haram. 

Keputusan Lajnah Bahsul Masa’il yang lebih lengkap tentang masalah 

bank ditetapkan pada sidang Bandar Lampung (1982). Dari keputusan 

tersebut Lajnah memandang perlu mencari jalan keluar menetukan sistem 

perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, anatara lain menyetujui 

berdirinya Bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga
4
. 

Disamping para Alim Ulama, Pemerintah juga menyadari 

pentingnya fungsi dan peran perbankan sebagai perantara keuangan 

(intermediary financial in stitution), pemerintah dengan otoritas dan 

kewenangannya secara terus menerus melakukan pembenahan dan 

peningkatan fungsi dan peran lembaga tersebut sebagai lokomotif 

pembangunan ekonomi nasional. Salah satu upaya peningkatannya adalah 

melalui kebijakan yang dikenal dengan kebijakan deregulasi
5
. 

Secara normatif dan yuridis empiris Bank syariah diakui 

keberadaannya di negara republik Indonesia. Pengakuan secara yuridiris 

normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain 

itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh 

dan berkembang pada umumnya diseluruh ibukota provinsi dan kabupaten di 

Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan 

                                                           
4
 Ibid., 20. 

5
 Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 27. 
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lainnya membuka unit usaha syariah (Bank Syari’ah, Asuransi Syariah, 

Penggadaian Syariah dan semacamnya). Kerangka hukum pengembangan 

industri perbankan syariah di wadahi dalam undang-undang Nomor 7 tahun 

1992 tentang perbankan yang memperkenalkan “sistem bagi hasil” atau 

“prinsip bagi hasil” dalam kegiatan perbankan nasional. Dalam undang-

undang Nomor 7 tahun 1992 tersebut di buka kemungkinan bagi Bank umum 

untuk melaksanakn usahanya berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Ketentuan 

ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan 

jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil. Kegiatan berdasarkan sistem 

bagi hasil tersebut dapat dialakukan, baik oleh Bank Umum maupun Bank 

Pembiayaan Rakyat. Dalam hal ini, undang-undang Nomer 7 tahun 1992 

menggunakan penamaan “Bank berdasarkan prisip bagi hasil” untuk 

menyebut Bank Syariah atau Bank Islam (Islamic Banking)
6
. Dari beberapa 

fatwa dan keputusan MUI serta Undang-undang yang di keluarkan 

pemerintah, maka terbentuklah sebuah Lembaga Keuangan Perbankan yang 

berbasis Syariah. 

Bank sebagai usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat digolongkan dalam 

jenis sebagai berikut: 

1. Bank Umum syariah; dan 

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

                                                           
6
 Rahmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,  (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), 44. 
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Dalam skipsi ini penulis lebih menitikberatkan pembahasannya pada 

Bank Pembiayaan Rakyat syariah terkait dengan objek Penelitian yang 

penulis teliti. Objek yang diteliti adalah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

yang merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan dan 

mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan 

pendapatan Asli Daerah (PAD)
7
. Dalam peraturan daerah Kabupaten 

Sumenep, Nomor: 20 tahun 2011, pasal 70 ayat 2 menyebutkan Bahwa laba 

bersih PT. BPRS Bhakti Sumekar setelah dikurangi pajak yang di sahkan 

oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut: a). Deviden pemegang saham 50%, b). 

cadangan umum 10%, c.) cadangan tujuan 15%, d). dana kesejahteraan 10%, 

e). jasa produksi 12,5%, f). dana sosial 2,5%. 

Peraturan diatas dapat penulis jadikan acuan dalam mengetahui dan 

menghitung jumlah besaran laba bersih keuangan yang diterima Pemerintah 

Daerah dari BPRS Bhakti Sumekar sebagai pemilik saham, dalam laporan 

keuangan pendapatan deviden BPRS bhakti Sumekar. Terlihat laporan 

Keuangan dana deviden BPRS Bhakti Sumekar dari tahun 2010 sampai 

dengan 2015 dibawah ini: 

Tahun  

Saldo Awal 

Penyertaan Modal 

Tambahan 

Penyertaan Modal 

Jumlah Penyertaan 

Modal 

Nilai saham 

Milik Pihak 

Lain 

2010 40,000,000,000.00  40,000,000,000.00 5,000,000.00 

2011 40,000,000,000.00 10,000,000,000.00 50,000,000,000.00 5,000,000.00 

                                                           
7
 http://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/latar-belakang 
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2012 50,000,000,000.00 10,000,000,000.00 60,000,000,000.00 5,000,000.00 

2013 60,000,000,000.00 

 

60,000,000,000.00 5,000,000.00 

2014 60,000,000,000.00 23,300,000,000.00 83,300,000,000.00 5,000,000.00 

2015 83,300,000,000.00 

 

83,300,000,000.00 5,000,000.00 

 

Jumlah Nilai Saham 

Seluruhnya 

% Kepemilikan 

Saham Pemkab 

Sumenep 

PAD yang di Setor 

40,005,000,000.00 99.99% 4,031,877,608.00 

50,005,000,000.00 99.99% 4,156,580,263.00 

60,005,000,000.00 99.99% 4,254,278,588.00 

60,005,000,000.00 99.99% 4,955,318,826.00 

83,305,000,000.00 99.99% 5,938,245,876.00 

83,305,000,000.00 99.99% 5,823,637,014.00 

 

Beberapa BRPS yang beroperasi di Indonesia, BPRS Bhakti 

Sumekar Sumenep adalah salah satu lembaga keuangan yang kepemilikan 

sahamnya 99,99 % di kusai Pemerintah Kabupaten. Dari saham-saham itulah 

akan menghasilkan keuntungan yang berupa deviden. Sehingga dana deviden 

dari saham-saham tersebut dikelola kembali oleh Pemerintah Kabupaten 

sebagai penanggung jawab dari dana deviden tersebut. Untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi  rakyat Sumenep. 

Terlihat dari sejarah dan regulasi Pernyataan Keputusan Rapat Luar 

Biasa para pemegang saham yang penulis kutip dari web. resmi BPRS Bhakti 

Sumekar menyebutkan bahwa: 
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Berdasarkan akta pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Dana 

Merapi nomor 64 tanggal 30 Juli 1992 dari notaris Yanita Poerbo, SH yang 

telah diubah dengan akta perubahan yang terakhir nomor 4 tanggal 13 

Agustus 1999 dari notaris Ny. Rilia Devi Indrawati, SH., modal dasar Bank 

terdiri dari 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500.000 per lembar 

saham. Modal tersebut telah disetor penuh senilai Rp. 250.000.000,- dengan 

komposisi kepemilikan saham (sebelum Akuisisi) adalah sebagai berikut : 

1. Poeji Harixon 450 lembar saham @ Rp. 500.000,- = Rp. 225.000.000,- 

2. Poeji Hartono 50 lembar saham @ Rp. 500.000,- = Rp.   25.000.000,-  

Dengan disetujuinya akuisisi PT Bank Perkriditan Rakyat Dana 

Merapi oleh Bank Indonesia dengan No.4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 27 

Mei 2002, maka komposisi kepemilikan saham menjadi sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Sumenep 490 lembar saham @ Rp. 500.000,- = Rp. 

245.000.000,- 

2. Drs. H.M. Toha Msi 10 lembar saham @ Rp. 500.000,- = Rp. 5.000.000,-  

Selanjutnya Penambahan Modal disetor dilakukan dari Rp. 

250.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000.000,- oleh pemilik baru dan mendapat 

persetujuan dari Bank Indonesia dengan N0.4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 

27-05-2002. 

Peningkatan Modal serta  Perubahan Nilai Nominal Saham tertuang 

dalam Akte nomor 6 tanggal 7 Juli 2003 oleh Notaris Ny. Sukarini, SH, 

notaris di sidoarjo dengan perubahan sbb: 
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Modal dasar menjadi Rp. 60.000.000.000,- ( enam puluh milyar 

rupiah ) dan modal setor menjadi Rp. 15.000.000.000,- (lima belas 

milyarrupiah) serta perubahan nominal saham menjadi Rp. 5.000.000,- 

perlembar, dan mendapat pengesahan Mentri Kehakiman RI dan HAM RI 

No. C-01.389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19-01-2004 tentang Akta 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 

Berdasarkan pernyataan keputusan Rapat Luar Biasa para pemegang 

saham akta notaris Karuniawan Surjanto, SH di Sidoarjo Nomor 9 tanggal 24 

Februari 2004, pada tahun 2004 mengalami perubahan dengan modal dasar 

menjadi sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) 

yang terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar saham dengan nilai 

nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per lembar saham. Dari 

modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh masing-masing Persero adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Sumenep 8,000 lembar saham  = Rp. 

40.000.000.000,-(99,99 %) 

2. Drs. H.M. Toha Msi 1 lembar saham  = Rp. 5.000.000,-(0,01 %)
8
. 

Dari deregulasi diatas, sehingga penelitian ini penulis anggap 

penting melihat peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam 

mengusai hampir seluruh Lembar saham BPRS Bhakti Sumekar yang 

nantinya menghasilkan dana deviden. dari dana deviden inilah penelitian 

                                                           
8
 http://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/permodalan 
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akan penulis fokuskan “kemana dan untuk apa” pengelolaan dana deviden 

tersebut. 

Berdasar latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan 

penelitian skripsi dengan judul “Distribusi Dana Deviden BPRS Bhakti 

Sumekar Sumenep dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan 

Kota Sumenep” 

 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan dengan latar belakang masalah Penelitian diatas, maka 

Penulis akan mengindentifikasikan masalah yaitu: 

1. Bagaimana pembagian Laba BPRS Bhakti Sumekar Sumenep kepada 

Pemerintah Kabupaten Sumenep selaku pemegang saham terbesar di 

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan jumlah dana deviden 

yang di berikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep. 

3. Aturan apakah yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian serta 

pembagian dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. 

4. Bagaimana peran distribusi dana deviden BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep. 

5. Bagaimana prinsip dan prosedur pendistribusian dana deviden BPRS 

Bhakti Sumekar Sumenep. 
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6. Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep 

atas dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam menunjang 

tingkat kesejahteraan masyarakat. 

C. Pembatasan Masalah  

Batasan masalah ini penulis buat, supaya Penelitian yang diteliti 

lebih terarah dan jelas, sehingga sangat penting pembatasan masalah ini 

Penulis gunakan agar Penulis menjadi lebih fokus, berikut pembatasan 

masalahnya: 

1. Aturan pendistribusian dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

2. Implementasi pendistribusian dana deviden BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep 

3. Aplikasi dan perhitungan dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peraturan tentang pendistribusian dana deviden BPRS Bhakti 

Sumekar Sumenep? 

2. Bagaimana implementasi pendistribusian dana deviden BPRS Bhakti 

Sumekar Sumenep dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Kecamatan Kota Sumenep? 

3. Bagaimana peranan distribusi dana deviden BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan 

Kota?  
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang penulis ingin dicapai dalam Penelitian skripsi ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui peraturan yang digunakan BPRS Bhakti Sumekar 

dalam penyaluran  dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

2. Untuk mengetahui implementasi pendistribusian dana deviden BPRS 

Bhakti Sumekar Sumenep yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sumenep 

3. Untuk mengetahui seberapa besar peran dana deviden yang telah 

tersalurkan pada masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat kecamatan kota sumenep 

 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini  diharapkan memberikan manfaat  dan diantara 

manfaat tersebut sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

a. Dapat menambah menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

produk-produk BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan perhitungan 

pembagian dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep serta 

pendistribusiaannya.  
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b. Untuk memenuhi tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi 

Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Sunan  Ampel Surabaya.  

2. Bagi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan BPRS lainnya 

Penelitian ini dapat memperkenalkan produk-produk BPRS Bhakti 

Sumekar Sumenep dan Pengelolaan dana deviden BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep pada masyarakat luas sehingga dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan tambahan serta sebagai acuan bagi BPRS-BPRS lain dalam 

memperdayakan Dana deviden yang ada disetiap Kabupaten seluruh 

Indonesia. 

3. Bagi UIN Sunan Ampel Surabaya – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Hasil Penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi tambahan 

yang dapat digunakan ataupun dikembangkan sebagai bahan informasi  

bagi Penelitian selanjutnya khususnya tentang Pengelolaan 

(pendistribusian) dana deviden Lembaga keuangan perbankan khususnya 

BPRS. 

 

G. Definisi Oprasional 

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan menghindari 

kesimpangsiuran dalam memberikan pemaknaan, maka perlu didefinisikan 

kata-kata yang dianggap penting terkait  dengan permasalahan yang dibahas  

sebagai berikut: 

1. Distribusi 
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Distribusi adalah konsep yang berkaitan dengan tata aturan 

(organisasi) data
9
. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen
10

. Dalam penelitian ini 

ditribusi yang dimaksud adalah penyaluran dana deviden BRPS Bhakti 

Sumekar yang dikelola kembali oleh pemerintah daerah guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kota Sumenep. 

2. Dana deviden 

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham 

berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki
11

. Dalam hal ini Saham-

saham PT. BPRS Bhakti Sumekar dimiliki pemerintah daerah sebagai 

pemilik penuh hampir 100% dari saham tersebut. 

3. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan lembaga keuangan 

yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi 

ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor: 20 tahun 

2011 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa “PT. BPRS Bhakti Sumekar 

adalah perseroan terbatas bank pembiayaan rakyat syariah bhakti sumekar 

yang modalnya sebagian besar maupun sebagian merupakan kekayaan 

daerah yang dipisahkan”. 

                                                           
9
 Gunawan Sumodiningrat, Ekonometrika Pengantar, (Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta,2007), 05. 
10

 https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_%28bisnis%29 
11

 Ibid,.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Laba
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Saham
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4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini merupakan program-

program Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan mendayagunakan 

perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah 

secara merata. Serta berupa kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah berupa 

bantuan sosial dan kegiatan-kegitan kemasyarakan yang bersumber murni 

dari dana deviden BPRS Bhakti Sumekar tersebut. 

 

H. Kajian Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan 

telaah pada karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang 

akan diteliti  dengan judul “distribusi dana deviden BPRS bhakti sumekar 

sumenep dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kota 

Sumenep” Tujuan  adanya kajian pustaka ini adalah  untuk menghindari 

adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya 

pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, maka penulis perlu 

menjelaskan topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama; penelitian yang berjudul “Analisis Keterkaitan Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Deviden Payout Ratio Dan Financial Leverage 

Perusahaan Di BEJ (Bursa Efek Jakarta) (Studi Kasus Perusahaan 

Manufaktur)”yang diteliti oleh Risnawati. Penelitian ini fokusnya pada 

kebijakan deviden merupakan salah satu fungsi dari manajemen keuangan, 
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dimana kebijakan ini menyangkut tentang keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham atau 

sebaliknya ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembelanjaan investasi di 

masa mendatang. Pembayaran deviden yang besar dimasa lalu akan 

mempengaruhi pembayaran deviden di masa yang akan datang melalui proses 

penyesuaian interval tertentu. Perusahaan yang sebelumnya melakukan 

pembayaran deviden yang cukup besar, akan membuat para pemegang saham 

mengharapkan pembayaran deviden yang cukup besar pula di masa yang akan 

datang. Deviden yang besar di masa lalu akan meningkatkan kebutuhan kas 

di masa yang akan datang. Pembayaran deviden yang tinggi akan 

mengakibatkan retained earning yang terdapat di dalam perusahaan lebih 

rendah. Keterbatasan dana yang terdapat dalam perusahaan akan mendorong 

dilakukannyapeminjaman yang lebih besar dan mengarah pada ratio leverage 

yang tinggi pula. Dengan demikian, perusahaan dengan deviden payout ratio 

yang tinggi akan melakukan peminjaman lebih besar dibanding perusahaan 

dengan deviden payout ratio rendah
12

. 

Kedua; penelitian yang berjudul “Analisis Keterkaitan Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Deviden,Leverage Keuangan Dan Inventaris” 

yang diteliti oleh Sriwanty Agustiana. Penelitian ini fokus melihat bahwa 

Pecking Order Hypothesis dapat digunakan untuk mengestimasi pengaruh 

leverage keuangan dan investasi terhadap deviden. Perusahaan yang tidak 

                                                           
12

 Risnawati,“Analisis Keterkaitan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deviden Payout 

Ratio Dan Financial Leverage Perusahaan Di Bej (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur)” 

(Thesis--Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta , 2004) 
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memiliki dana internal yang memadai tetapi bermaksud mempertahan 

deviden dan menjalankan investasi, maka perusahaan dapat mengeluarkan 

utang untuk membayar deviden dan melakukan investasi. Investasi 

berpengaruh terhadap deviden karena keputusan investasi menyebabkan dana 

internal diprioritaskan untuk pendanaan investasi. Hal ini berarti ada 

keterkaitan antara deviden, leverage keuangan dan investasi
13

. 

Ketiga; penelitian yang berjudul “Analisis pengaruh pengumuman 

deviden dan pengumuman earning terhadap harga saham pada perusahaan Go 

Public di Bursa Efek Jakarta” yang diteliti oleh Joko Sukendro. Penelitian ini 

melihat respon dari Perkembangan pasar modal yang semakin meningkat 

mendarong semakin pentingnya peranan informasi keuangan perusahaan-

perusahaan yang telah go public di pasar modal. Informasi mengenai besarnya 

dividen dan besarnya earning merupakan salah satu informasi yang dapat 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan tersebut 

para investor dapat menilai prospek perusahaan di waktu yang akan datang 

dan sangat berguna dalam rangka menginvestasikan dananya.Investor yang 

menginvestasikan dana pada perusahaan yang mempunyai prospek yang baik 

akan memperoleh capital gain dalam bentuk perubahan harga yang positif 

dan dividen yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang relatif 

                                                           
13

 Sriwanty Agustian,“Analisis Keterkaitan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Deviden, Leverage Keuangan Dan Inventaris” (Thesis--Universitas Kristen Duta 

Wacana, Yogyakarta 2010). 
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kurang menguntungkan
14

. 

Keempat; penelitian yang bejudul “Analisis harga saham perdana 

dalam hubungannya dengan laba per saham : studi kasus di Bursa Efek 

Jakarta” yang diteliti oleh M. Budi Widiyo Iryanto. Penelitian ini fokusnya 

hanya pada penetapan harga saham perdana di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan 

hubungannya dengan laba per saham. Secara rasional pihak emiten 

menginginkan harga saham perdana tinggi, agar mendapatkan agio saham 

yang besar. Sisi lain, pihak investor menginginkan harga saham perdana yang 

rendah, agar mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi
15

. 

Berbagai penelitian terdahulu yang pernah dibaca oleh peneliti, 

empat penelitian diataslah yang dianggap paling berhubungan dengan 

penelitian yang  sedang saya lakukan sekarang ini, akan tetapi penelitian 

yang akan diteliti oleh penulis terkait kasus yang diangkat tidaklah sama, 

saya fokus pada pendistribusian dana deviden BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep yang dikelola oleh pemerintah daerah guna menunjang 

kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.  

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

                                                           
14

 Joko Sukendro “Analisis pengaruh pengumuman deviden dan pengumuman earning 

terhadap harga saham pada perusahaan go public di Bursa Efek Jakarta” (Tesis--

Universitas Indonesia, Jakarta, 1999). 
15

 M. Budi Widiyo Iryanto “Analisis harga saham perdana dalam hubungannya dengan 

laba per saham : studi kasus di Bursa Efek Jakarta” (Tesis--Universitas Indonesia, 

Jakarta, 1995). 
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Penelitian ini  menggunakan jenis penelitian Eksplorasi 

(Expolarative Research) artinya penelitian yang bertujuan menggali atau 

menemukan sesuatu yang baru bagi suatu pengetahuan
16

. Penulis akan 

berusaha menemukan dan menggali hal-hal yang berkaitan dengan 

pendistribusian dana deviden BPRS Bhakti Sumekar yang dikelola 

Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk kesejahteraan masyarakat 

Kecamatan Kota Sumenep. Baik dalam bentuk kegiatan sosial dan 

penunjang kegiatan pendidikan, sehingga masyarakat sumenep khususnya 

Kecamatan Kota Sumenep bisa mengetahui program dan kegiatan apa 

saja yang telah di laksanakan  oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. 

Sedangkan jika ditinjau dari penelitian menurut jenis pengambilan 

keputusannya, penelitian ini menggunakan penelitian Deskripsi 

(Discriptive Research) artinya penelitian jenis ini dilakukan pada taraf 

atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin mengungkapkan suatu 

gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan 

kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan (membeberkan) 

suatu gejala/peristiwa seperti apa adanya yang nyata-nyata terjadi
17

. Dari 

hasil keputusan yang penulis ambil dalam penelitian ini, itu murni dari 

bukti dokumen kegiatan dan paparan Pihak BPRS Bhakti Sumekar dan 

Pemerintah Kabupaten selaku pengelola Dana deviden Tersebut.  

2. Data yang dikumpulkan 

                                                           
16

 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 23. 
17

 Ibid., 28. 
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Sesuai dengan  rumusan  masalah yang peneliti  tulis dalam 

penelitian ini, hasil datanya mengenai implementasi pendistribusian Dana 

deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kota Sumenep dan peran distribusi 

Dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam peningkatan 

kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kota 

3. Sumber Data  

Sumber data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini  adalah data-

data  tentang laporan keuangan pembagian dana deviden BPRS Bhakti 

Sumekar kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga data-data 

yang terkait dengan peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam 

mendistribusikan dana deviden dalam meningkatkan kesejahteraan 

Masyarakat Kecamatan Kota. Untuk menggali kelengkapan data tersebut, 

maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut ini:  

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang berasal langsung dari sumber 

penelitian
18

. Menurut Sugiyono data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul  data.  Sumber data 

primer  yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber 

informasi  penelitian dengan menggunakan alat  pengukuran atau 

pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah 

                                                           
18

 Arikunto Suharsimi, Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek,  (Jakarta: Rineka 

Ciptra, 2002), 107. 
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interview  (wawancara)
19

. Dalam hal ini subjek penelitian yang 

dimaksud adalah pihak BPRS Bhakti Sumekar Ibu Endang Selaku 

Kepala Bidang Oprasional BRPS Bhakti Sumekar, dan juga pihak 

Pemerintah Kabupaten Sumenep yang merupakan pengelola Dana 

deviden tersebut Bapak Imam Hidayat, SE. Sebagai KASI Evaluasi 

dan Pelaporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, 

Serta Bapak Nur Aidi, S. Sos Kasubag Umum dan Kepegawaian 

Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul  data, misalnya lewat orang lain 

atau dokumen
20

. Data sekunder ini  penulis ambil dari berbagai 

literature sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini yang 

diperoleh dari beberapa referensi seperti buku Muhammad Syafi’i  

Antonio dengan judul  Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Rahmadi 

Usman dengan judul Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, 

Departemen Agama Republik Indonesia dengan judul  Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor  21 Tahun  2008 Tentang 

Perbankan Syariah dan lain sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

                                                           
19

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91. 
20

 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 137. 
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a. Observasi  

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. 

Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan 

pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi 

antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, 

kejadian atau peristiwa waktu dan perasaan. Alasan peneliti 

melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis 

perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti 

perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadapa 

aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran 

tersebut
21

. 

b. Wawancara 

Wawancara  merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan dafatr pertanyaan terlebihn 

dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan 

alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan 

yang diperoleh sebelumnya
22

. Dalam  penelitian ini, wawancara  

dilakukan dengan cara wawancara  langsung baik secara struktur  

maupun bebas dengan Pihak BPRS khususnya dan pihak Pemerintah 

                                                           
21

 Juliyansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dn Karya Ilmiah, 

(Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011), 140. 
22

 Ibid., 138. 
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Kabupaten Sumenep yang mana dalam penelitian ini merupakan 

Wawancara Ekslusiv untuk menjawab Rumusan Masalah yang penulis 

teliti.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui  dokumen
23

. 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, 

catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto
24

. Penggalian 

data ini  dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan 

laporan arus Keuangan dana deviden BPRS Bhakti Sumekar dan juga 

Peranan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mendistribusikan 

dana deviden tersebut.  

5. Teknik Pengolahan Data  

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola 

menggunakan penelitian deskriptif analisis. Jenis penelitian ini, dalam 

deskripsinya juga mengandung uraian-uraian. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan 

                                                           
23

 M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2002), 87.   
24

 Juliyansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah, 

141. 
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antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian
25

. 

b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam 

penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis
26

. 

c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh 

dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran 

fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari 

rumusan masalah
27

.
 
 

 

6. Teknik Analisis Data  

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis 

secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan
28

. 

Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran 

mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki
29

. 

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif, yang memerlukan data-data untuk 

menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga 

                                                           
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 243. 
26

 Ibid., 245. 
27

 Ibid., 246. 
28

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan 
Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143. 
29

. Moh  Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63. 
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benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. 

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif 

yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat 

khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan 

persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.  

 

J. Sistematika Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi  

ini dan agar mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika Penelitian 

yang sederhana sehingga pembaca tidak kesulitan dalam membaca maupun 

memahami  isi dan skripsi ini. sistematika Penelitian ini merupakan suatu 

pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas. Sistematika 

Penelitian skripsi ini adalah: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang 

Masalah, Indentifikasi  dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Oprasional, Kajian Pustaka, Metode 

Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.  

Bab kedua, pada bab ini dibahas tentang teori-teori tentang 

kebijakan dana deviden, teori kesejahteraan dan peraturan daerah kabupaten 

sumenep  yang menjadi dasar pedoman tema Penelitian yang diangkat pada 

Penelitian ini dan  sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahannya. 

Bab ketiga, adalah bab data Penelitian yang membahas 

implementasi pendistribusian Dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 
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dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kota Sumenep, 

meliputi: profil bank, visi dan misi bank, alur sistem pembagian Laba, dan 

aturan laporan keuangan pembagian deviden dari Pemerintah Kabupaten 

Sumenep untuk masyarakat. 

Bab keempat, adalah analisis data, memuat analisis pertama yaitu 

implementasi pendistribusian Dana deviden BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. 

Kedua laporan keuangan pembagian Deviden BPRS Bhakti Sumekar 

Sumenep kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep. Ketiga peranan 

Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai penyalur dana deviden terhadap 

data Penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah Penelitian, 

menafsirkan, dan mengintegrasi temuan Penelitian itu ke dalam kumpulan 

pengetahuan yang telah mapan. 

Bab kelima, merupakan bab penutup  yang berisi  kesimpulan dari 

hasil Penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 

Khususnya pengelolaan dana deviden dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Yang nantinya bisa menjadi acuan BPRS-BPRS di kabupaten 

lain dalam bentuk oprasional dan prakteknya dalam menyalurkan dana 

deviden guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. 


